WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR  24C  TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS

Menimbang:

Mengingat:

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

. bahwa dalam rangka mendukung upaya aksi

pencegahan dan pemberantasan korupsi secara
terintegrasi di  lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin, khususnya dalam hal pengadaan
barang dan jasa, maka dipandang perlu menetapkan
10 (sepuluh) Paket Prioritas dan Strategis Kota
Banjarmasin Tahun 2023 sebagai objek pengawasan
dan pengendalian oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Inspektorat Kota Banjarmasin dan
instansi terkait lainnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu  menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penetapan 10 (Sepuluh)
paket Proyek Prioritas dan Strategis  Kota
Banjarmasin Tahun 2023:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang  Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19?,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentax}g

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerin}ahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembax:an Negara Republik Indonesia Nomor S5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

. Unda}ng-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

oo S T s, Penggans Undang Undang

entang Cipta Kerja (Lembaran
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11.
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15.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
ll;:;‘lahilrzlan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
gepli)l;l;lk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
ambahan Lembaran i .’
Nomor 6322); Negara Republik Indonesia
Ezgt;;ag al?rlg::lntal‘l 1I)\Jomor 13 Tahun 2019 tentang
Daerah (Lembara;: ?\JSI enyelengga.raan Pemerintahan
egara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran N
gepublik Indonesia Nomor 6323); cgara
eraturan Presiden Nomor 29 ’i‘ahun 2014 t
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem:;?ntaftallg

(Lembaran Negara Republi .
Nomor 80); publik Indonesia Tahun 2014
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Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 200S tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Memperhatikan: ! 3708
’ Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU . Sepuluh (10) Paket Proyek Prioritas dan Strategis Kota

Banjarmasin Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Proyek Prioritas dan Strategis sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai objek
pengawasan dan pengendalian oleh Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Inspektorat Kota Banjarmasin dan
instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 liaret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

j/(}__

IBNU SINA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

114
2.
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Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan
Selatan di Banjarbaru;

Wakil Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin;

Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin;

Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin;

Kepala SKPD yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

240

NOMOR
TENTANG
PENETAPAN

TAHUN 2023

10 (SEPULUH)

PAKET

PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PROYEK PRIORITAS DAN STRATEGIS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No

URAIAN KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER
PENDANAAN

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Pembangunan Gedung
Pelayanan Terpadu dan
Perluasan Gedung IGD RSUD
Sultan Suriansyah

35.198.377.300

APBD

DINKES -
RSUD

Jembatan Tembus Mantuil O1

15.001.875.000

APBD

DPUPR

Penggantian Jembatan Jl.
Padat karya

11.521.440.000

APBD

DPUPR

Trotoar Kawasan Kota Lama

7.893.029.828

APBD

DPUPR

Pengadaan Jalan di Komplek
Perumahan Paket 4 (De Padis
Regency, Surya Putri Rahayu,
Rahayu Indah Permai, Tiara
Permai 2, Bumi Intan Rahayu
Berkah)

6.601.556.400

APBD

DPRKP

Pengadaan Jalan di Komplek
Perumahan Paket 5 (R Land
Residence 2, Antasari Bintang,
888 R Land Residence, Ibti
Smanda Residence)

6.370.853.400

APBD

DPRKP

Pembangunan Puskesmas
Pelambuan

6.213.000.000

APBD

DINKES

Pembangunan Puskesmas
Pemurus Dalam

6.113.250.000

APBD

DINKES

Pengadaan Jalan di Komplek
Perumahan Paket 8 (Herlina
Perkasa Jl. Mutiara, Herlina
Perkasa Jl. Agatis, Herlina
Perkasa Jl. Akasia, Herlina
Perkasa Jl. Mahoni)

6.108.000.000

APBD

DPRKP

10

Pengadaan Jalan di Komplek
Perumahan Paket 11 (Herlina
Perkasa Jl. Batu Zambrud,
Herlina Perkasa JI. Batu Giok
Herlina Perkasa JI. Keruing, ’
Herlina Perkasa JI. Cemara)

5.993.996.170

APBD

DPRKP

WALI KOTA BANJARMASIN ;
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IBNU SINA




